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Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia

06 Maret 1975

2 Dana Pensiun Syariah DAPERSI 13 Maret 1995
3 Dana Pensiun Pegawai UHAMKA 15 Maret 2012
4 Dana Pensiun Bank KB Bukopin 19 Maret 1987
5 Dana Pensiun Sido Muncul 24 Maret 2011
6 Dana Pensiun Konimex 25 Maret 1993
7 Dana Pensiun Semen Gresik 27 Maret 1974
8 Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group 27 Maret 1991
9 E:;;;:z::ri‘ug;ztBank Pembangunan Daerah 50 Maret 1974
10 Dana Pensiun Triputra 13 Maret 1974
11 Dana Pensiun Bank Sumsel Babel 31 Maret 1974
APRIL
1 Instansi Tanggal Pendirian
2 Dana Pensiun Sint Carolus 01 April 1973
3 Dana Pensiun Pelni 01 April 1874
4 Dana Pensiun Bank NTT 01 April 1890
5 Dana Pensiun Bank Riau Kepri 01 April 1993
6 Dana Pensiun Jasa Marga 03 April 1991
7 Dana Pensiun Tigaraksa Satria 05 April 1993
8 Dana Pensiun Bank Negara Indonesia 06 April 1960
9 Dana Pensiun Goodyear Indonesia 06 April 1993
10 Dana Pensiun Karyawan Indocement Tunggal Prakarsa 07 April 1990
11 Dana Pensiun Karyawan Taspen 08 April 1993
12 Dana Pensiun Krama Yudha Tiga Berlian Motors 08 April 1993
13 Dana Pensiun Smart 13 April 1993
14 Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang 13 April 1993
15 Dana Pensiun Karyawan Staf PT Kebon Agung 13 April 1995
16 Dana Pensiun Eveready Indonesia 13 April 1995
17 Dana Pensiun Bank DKI 14 April 1993
18 Dana Pensiun Krama Yudha Tiga Berlian Motors 15 April 1993
19 Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia 15 April 1993
20 Dana Pensiun BPD Bengkulu 16 April 1993
21 Dana Pensiun PT Bank Aceh 21 April 1993
22 Dana Pensiun Pupuk Kaltim 24 April 2008
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Oleh: Siti Rakhmawati

(Direktur Investasi & Keuangan
Dana Pensiun Telkom)

Head of Advocacy CFA Society Indonesia

IMPLEMENTASI KEUANGAN
BERKELANJUTAN DI INDONESIA*

Semakin hari, kita
semakin sering
mendengar berita
musibah terkait
perubahan iklim, baik
dalam bentuk bencana
alam banijir, kebakaran
hutan, kekeringan dan
seterusnya. Negative
externalities yang
berdampak sangat
mahal pada ekonomi ini
sudah seharusnya dapat
lebih dimitigasi dengan
melakukan upaya
internalisasi secara
lebih proaktif.
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ndonesia telah menunjukkan komit-

mennya melalui ratifikasi Protokol

Kyoto pada tahun 2004 dan Perjanjian

Paris yang merupakan kesepakatan
global yang monumental untuk meng-
hadapi perubahan iklim pada tahun 2016
lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati juga mempromosikan jargon
yang juga merepresentasikan kepen-
tingan emerging market melalui transisi yang
tidak saja adil tetapi juga terjangkau (just
& affordfable) sehingga diharapkan
akan menghasilkan pertumbuhan yang
berkelanjutan, sekaligus meningkatkan
lapangan kerja dan mengurangi kesen-
jangan, yang merupakan aspirasi dari
seluruh masyarakat global.

Keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris
di masa kepemimpinan Presiden Trump
menjadi pukulan moral bagi aksi iklim global.
Namun tanpa kehadiran Amerika, upaya
memerangi perubahan iklim diharapkan terus
berlanjut dan semakin masif.

POJK Nomor 51 /POJK.03/2017
tentang Penerapan Keuangan
Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa
Keuangan, Emiten dan Perusahaan
Publik

Industri Dana Pensiun dan Asuransi
selaku pemilik aset investasi merupakan
salah satu pemangku kepentingan yang
harus mengimplementasikan keuangan
berkelanjutan agar dapat memitigasi risiko

dan sekaligus mendapatkan peluang return
dari aspek keberlanjutan yang sedang
menjadi mega trend ini.

Dalam POJK 51/2017, penerapan
keuangan berkelanjutan wajib dilakukan
oleh Dana Pensiun yang memiliki aset paling
sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu
triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2025, antara lain wajib menyusun,
melaksanakan dan mengkomunikasikan
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta
wajib menyusun Laporan Keberlanjutan.

Saat ini POJK tersebut sedang di-review
untuk direvisi sesuai kebutuhan.

Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Indonesia [TKBI

Sebagai wujud komitmennya dalam
mendukung komitmen Net Zero Emis-
sion (NZE), pada bulan Februari 2025 yang
lalu OJK telah memperkenalkan TKBI versi
2 yang berfokus pada sektor Construction
and Real Estate, Transportation and
Storage dan sebagian Agriculture, Forestry
and Other Land Use (AFOLU), yaitu sektor
kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.

Penerbitan ini melanjutkan penerbitan
TKBI versi 1 pada Februari 2024 lalu
yang berfokus pada sektor energi. Untuk
selanjutnya, OJK akan mengembangkan
TKBI versi 3 yang mencakup sektor AFOLU
lanjutan, Manufacturing, dan Water Supply,
Sewerage & Waste Management.

TKBI juga akan ditinjau secara berkala



dalam rangka menjaga kekinian yang
sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan kebijakan
keuangan berkelanjutan di tingkat
nasional dan global.

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas
ekonomi yang mendukung upaya dan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) Indonesia yang mencakup aspek
ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
TKBI digunakan sebagai panduan
untuk meningkatkan alokasi modal
dan pembiayaan berkelanjutan dalam
mendukung pencapaian target NZE
Indonesia. Tujuan strategis TKBI adalah:
a. Menyempurnakan standar definisi

aktivitas ekonomi agar sejalan dengan

TPB yang menyelaraskan aspek

ekonomi, lingkungan hidup, dan

sosial.
b. Meminimalkan multitafsir, green-
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washing, social washing, dan impact
washing dengan kerangka yang ber-
basis sains.

Meningkatkan alokasi modal dan
pembiayaan berkelanjutan dalam
mendukung pencapaian target NZE
Indonesia.

. Menjadi dasar dalam pengembangan

kebijakan keberlanjutan antara lain
pelaporan keberlanjutan, insentif
dan disinsentif, dan pengembangan/
inovasi produk dan/atau jasa
Keuangan Berkelanjutan.
Meningkatkan akses, literasi, dan
inklusi produk/jasa berkelanjutan
melalui perluasan pengguna yang
mencakup UMKM dan non-UMKM,
yang pada gilirannya mendorong
pertumbuhan ekonomi.

Sebagai perwujudan sinergi lintas
sektor dengan berbagai pemangku

kepentingan dalam mendukung upaya
Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
termasuk memenuhi target Indonesia
di berbagai komitmen global tentang
perubahan iklim.

TKBI menggunakan ASEAN
Taxonomy for Sustainable Finance
(ATSF) sebagai referensi utama, yang
disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan
nasional serta kondisi pelaku ekonomi di
Indonesia termasuk pendekatan penilaian
bersifat principle-based. Fitur-fitur utama
ATSF yang diadopsi dalam TKBI terdiri
dari empat tujuan lingkungan:

e Climate Change Mitigation;
e Climate Change Adaptation;
e Protection of Healthy Ecosystems and

Biodiversity;
e® Resource Resilience and the Transition

to a Circular Economy.

Fadchi ﬂ\(lzarj&mlzaae Siti ‘Rakl
Direktur Kepesertaan & SOM Direktur Investasi & Keuangan

Aboul jfaal
Presiden Direktur




28

Di samping itu, terdapat tiga kriteria
esensial pada ATSF juga diadopsi dalam
TKaBI, yakni:

e Do No Significant Harm
e Remedial Measures to Transition dan
e Social Aspect

TKBI dapat digunakan oleh setiap
pihak yang berkepentingan untuk menilai
apakah suatu aktivitas telah memenuhi
aspek berkelanjutan, seperti perusahaan,
LJK, regulator, investor (termasuk
industri Dana Pensiun selaku pemilik
aset investasi), profesi pendukung,
auditor, verifikator, rating agency,
sebagai common language un-
tuk mendefinisikan aktivitas
ekonomi yang sejalan dengan TPB
serta sebagai mekanisme untuk
meningkatkan transparansi untuk
menghindari greenwashing, social
washing, dan impact washing
untuk mencapai tujuan yang
sama, yaitu peningkatan capital
flow dalam mendukung peme-
nuhan target NZE Indonesia.

TKBI ini akan mempermudah
industri dana pensiun untuk
melakukan investasi berbasis
keberlanjutan karena sudah
distandarkan dan menjadi
common language.

Rencana Adopsi Standar
Pengungkapan Keberlanjutan
Sejalan dengan hal ini, dalam berita
di laman resminya tanggal 6 Februari
lalu, Ikatan Akuntan Indonesia yang
telah berpengalaman lebih dari 51
tahun dalam merumuskan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia,
tengah mempersiapkan penerbitan
standar pengungkapan keberlanjutan
yang diadopsi dari Standar Pelaporan
Keuangan Internasional / IFRS S1
(persyaratan umum pengungkapan infor-
masi keuangan terkait keberlanjutan)
dan S2 (pengungkapan terkait per-
ubahan iklim) yang diterbitkan oleh
International Sustainability Standards
Board (ISSB), dimana draf eksposur
Pernyataan Standar Pengungkapan
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Keberlanjutan telah ditetapkan pada
akhir Desember 2024 lalu, sebelum
disahkan pada tahun ini.

Penerapan standar ini akan mem-
permudah Dana Pensiun sebagai inves-
tor dalam membaca laporan keber-
lanjutan, mengakses risiko dan return
keberlanjutan, serta melakukan valuasi
dan keputusan investasi karena akan
meningkatkan konektivitas antara
pelaporan keuangan dan pengungkapan
keberlanjutan, yang pada akhirnya
mendukung tata kelola perusahaan yang
lebih baik serta menciptakan lingkungan
bisnis yang lebih berkelanjutan.

Bursa karbon Indonesia

Pada tanggal 26 September 2023
telah diresmikan Bursa Karbon Indonesia
sebagai bagian dari strategi untuk
mencapai target Net Zero Emission
(NZE) pada 2060.

Bursa karbon yang dikelola oleh Bursa
Efek Indonesia dan diatur oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan
transparansi dan akuntabilitas ini me-
mungkinkan pelaku usaha, pemerintah,
atau individu untuk membeli dan menjual
kredit karbon sehingga perusahaan atau
proyek yang berhasil mengurangi emisi
karbon bisa mendapatkan kredit karbon
setelah melalui proses verifikasi oleh
KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan).

Manfaatnya antara lain mendorong
pengurangan emisi, sumber pendapatan

baru (dari hasil penjualan kredit karbon),
dan meningkatkan daya saing global (yaitu
memenuhi standar emisi internasional).
Sumber kredit karbon bisa berasal
dari proyek seperti reboisasi, energi
terbarukan, atau efisiensi energi.

Sertifikasi CFA Institute Climate
Risk, Valuation & Investing
Dengan luasnya isu serta masih
beragamnya pemahaman tentang inves-
tasi berkelanjutan ini, pada November
2021 lalu CFA Institute, sebuah organisasi
profesi investasi yang memiliki misi “‘untuk
memimpin profesi investasi secara global
dengan mengedepankan standar
etika, pendidikan, dan keung-
gulan profesional yang tertinggi
demi kepentingan masyarakat”
(www://cfainstitute.org) telah
merilis program sertifikasi ESG
(environtment, social & governance)
Investing, yang bertujuan untuk
memperkuat integritas pasar dengan
menyediakan benchmark penge-
tahuan dan skill yang diperlukan
para profesional investasi untuk
mengintegrasikan faktor ESG
dalam proses investasi.
Di tahun 2025 ini, CFA
Institute kembali menunjukkan
komitmennya dengan merilis program
sertifikasi Climate Risk, Valuation, and
Investing yang dirancang untuk membantu
profesional investasi memahami dampak
perubahan iklim terhadap pasar keuangan
dan strategi investasi. Dalam program
yang dikembangkan melalui kombinasi
antara keterampilan praktis, pengetahuan,
dan studi kasus dunia nyata ini akan
dipelajari risiko iklim dalam keuangan,
valuasi aset dan dampak risiko iklim,
strategi investasi berkelanjutan, alat dan
kerangka analisis, sehingga cocok bagi
para profesi analis investasi, manajer
portofolio, penasihat keuangan, dan siapa
pun yang ingin memahami bagaimana
risiko iklim mempengaruhi keputusan
investasi, termasuk industri dana pensiun.

*] Versi pendek tulisan ini sedang diajukan
untuk diterbitkan di media massa



MUTASI PROGRAM PPMP
KE PPIP, KEUNGGULAN DAN
TANTANGANNYA

aat ini sebagian Dana Pensiun
disibukkan dengan ragam
diskusi yang mengemukakan
apakah ada urgensi memutasikan
(switching) program dari PPMP (Program
pensiun Manfaat Pasti) ke dalam PPIP
(Program Pensiun luran Pasti).

Jika ditujukan kepada peserta baru,
bagi perusahaan pemberi kerja yang
memiliki 2 program sekaligus, yakni
PPMP dan PPIP, maka tinggal dibuatkan
cut off atau berhenti program dari PPMP
ke PPIP, dan peserta lama PPMP dapat
meneruskan program dimaksud, dan pada
saat bersamaan peserta baru (karyawan
baru) diikutkan ke PPIP bukan ke PPMP.

Namun tantangannya adalah, bagai-
mana jika program PPMP sudah berja-
lan, apakah bisa dan akan lancar dalam
pelaksanaannya? Konteksnya adalah,
apakah mudah memindahkan peserta
lama yang sudah menerima MP (manfaat
pensiun) bulanan selama ini, yang notabene
adalah PPMP, langsung di-switching
programnya ke PPIP? Apakah hanya
kendala penghitungan Aktuaria secara
teknis, atau ada tantangan yang lain?

KEUNGGULAN PPIP VERSUS PPMP

POJK No. 35 Tahun 2024 Tentang
Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun
memungkinkan bagi perusahaan pemberi
kerja untuk menyelenggarakan 2 program
pensiun sekaligus, yakni PPMP dan PPIP.
Dengan demikian, perusahaan dapat
menetapkan program mana yang akan
berkesinambungan, program mana pula
yang akan di-cut off-kan.

Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi

Praktisi Dana Pensiun dan Staf Pengajar LB
di Universitas Airlangga
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Bagi karyawan baru, pasti belum
berpusing terhadap program dimaksud,
apakah mau PPMP ataukah PPIP. Sebab
masih ada jeda waktu yang relatif lama
sampai menunggu usia pensiun, baik yang
masih ditetapkan 56 tahun, 60 tahun,
atau bahkan 65 tahun.

Namun bagi karyawan lama yang
sudah pensiun, alias penerima MP
Bulanan, fokus terhadap pilihan program,
apabila ada kebijakan mutasi program
dari PPMP ke PPIP, hanya ada 3 isu
utama, yakni”

1. Apakah MP akan tetap atau malahan
naik?

Sebagian besar pensiunan me-
mang fokus kepada penerimaan MP
Bulanan. Sebagian dapen ada yang
naik secara bertahap dan terencana
sesuai peraturan dalam PDP (Peraturan
Dana Pensiun) internal, ada pula
sebagian besar Dapen yang memang
menyelenggarakan PPMP dan tidak

dibunyikan dalam PDP tentang adanya
kenaikan periodic atau bertahap.
Artinya angka MP Bulanan mengunci
pada angka absolut tertentu yang
diformulasikan dalam PDP.

Jadi jika ada perpindahan program
dari PPMP ke PPIP, sepanjang MP
tetap atau bahkan malah naik, se-
harusnya tidak ada masalah bagi
perusahaan atau bagi pensiunan.

Masalahnya adalah tidak semua
PDP menjaminkan adanya persamaan
MP Bulanan antara PPMP dan PPIP,
bahkan dapat dipastikan memang
berbeda.

Bagi perusahaan, PPIP dinilai
memiliki keunggulan dalam konteks
ini, karena kepastian pembagian
dana untuk pembayaran MP menge-
depankan pada besaran iuran dan
pengembangannya.

Tidak dikenal defisit iuran pada
PPIP, yang jika dikenakan pada
PPMP, defisit iuran bisa terjadi
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ILUSTRASI PERBANDINGAN

Pengurus Dapen

Parameter PPMP PPIP KETERANGAN

Manfaat Bulanan | Cenderung fiks Bisa berubah PPIP untuk akumulasi
atau tetap sesuai sesuai iuran di bawah 500
formula pada PDP pengembangan juta rupiah diterimakan
(Peraturan Dana Investasi dari lumpsum, sedangkan
Pensiun) Pengelola/ PPMP diterimakan bulanan.

Teknis lain kedua program
tersebut hisa mirip, karena
PPIP yang akumulasi

iuran dan pengembangan
lebih dari 500 juta maka
MP akan diarahkan

ke Anuitas/Asuransi
dengan MP Bulanan, atau
diselenggarakan sendiri oleh
Dapen meskipun ini belum
lazim.

Pengembanngan
Investasi

Risiko defisit jika
pengembangan
minus

Pengembangan
langsung dibuku di
rekening peserta
bulanan

Defisit PPMP berisiko
adanya iuran tambahan
dari Pendiri, sedangkan
PPIP tidak mengenal defisit
karena langsung dibuku
bulanan ke peserta

Perubahan Data
Peserta

Otentikasi menjadi
vital karena
perubahan peserta
ke ahli waris
(adanya mutasi
janda/duda/anak,
atau berakhirnya
hak penerimaan
MP karena tidak
ada ahli waris yang
berhak

Diterimakan
lumpsum selama
ini, sedangkan
terkait ahli waris
data dipindahkan
ke Asuransi/
Anuitas sehingga
Dapen sudah
selesei tanggung
jawabnya

Praktik PPIP eksisting
adalah penerimaan
MPSekaligus, sedangkan
PPMP penerimaan

MP Bulanan. Dalam
perkembangannya ada
variasi MPS dan MP
Bulanan baik untuk PPMP
maupun PPIP

Fleksibilitas bagi
Pendiri/Mitra
Pendiri/Pemberi
Kerja

Pemberi kerja
berpotensi harus
membayarkan luran
Tambahan jika ada
defisit dari selisih
pengembangan
investasi dengan
kewajiban
pembayaran MP

Pemberi kerja
sudah selesei
begitu menunaikan
luran Bulanan
kepada Dapen atas
nama masing-
masing peserta

Risiko pembayaran luran
Tambahan bagi Perusahaan
untuk PPMP, sedangkan
PPIP tidak ada iuran
tambahan akibat defisit

Fleksibilitas Bagi
Peserta

Platformnya
adalah Manfaat
Pasti, maka MP
Bulanan angkanya
sudah ditetapkan
sesuai formula,
diterimakan pada
saat Usia Pensiun
tiba.

Peserta langsung
tahu posisi iuran
dan pengembang-
annya tiap bulan
pada rekening
virtual yang dimiliki
masing-masing
peserta

Transparansi iuran
langsung diketahui PPIP,
sedangkan PPMP perlu
dihitung ulang berdasarkan
perkembangan dasar
penghitungan luran
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manakala hasil pengembangan iuran
atau kebijakan investasi tidak sesuai
dengan yang diharapkan, dan terjadi
kesenjangan antara pembayaran MP
Bulanan dengan besaran luran plus
pengembangan yang ada pada Dapen
dimaksud.

PPIP sepanjang pengembangan
investasi optimal, maka peserta senang,
dan perusahaan juga happy. Kalau toh
tidak optimal, maka perusahaan tidak
terbebani dengan luran Tambahan atas
defisit yang terjadi.

Sementara PPMP, setiap ada
defisit pengembangan investasi, maka
perusahaan wajib membayarkan
defisit tersebut sebagai jaminan
kepastian pembayaran MP Bulanan
yang ditetapkan dalam PDP.

. Apakah kesinambungan hak sama

antara PPMP dan PPIP?

PPMP selama ini berjalan seakan-
akan lebih berkesinambungan diban-
dingkan PPIP. Sedangkan PPIP,
dituding hanya mampu membayarkan
sejumlah iuran plus pengembangan
kepada peserta, tanpa ada mitigasi
risiko jika pengembangan investasi
tidak optimal.

Padahal, PPMP hanya menjamin-
kan besaran tetap pada MP Bulanan,
sementara PPIP sangat mungkin
mampu membayarkan MP Sekaligus
atau MP Bulanan yang lebih tinggi
bagi peserta.

Tentang kesinambungan ini,
sepanjang diatur dalam PDP maka
semua akan lebih jelas masalah hak
dan kewajiban yang ditetapkan.
Terutama, apakah skema pemba-
yaran MP Bulanan pada PPIP yang
menyelenggarakan pembayaran
MP Bulanan, didasarkan pada
perhitungan 10 tahun (minimal)
atau lebih dari itu?

Keunggulan PPIP dengan syarat
ketentuan pengembangan investasi
optimal, maka peserta akan menerima
Manfaat Pensiun yang lebih besar
ketimbang PPMP.

Sebab di PPIP manfaat tersebut
tergantung kepada iuran dan pengem-



bangan, sementara di PPMP manfaat
pensiun dikunci dalam formula
tertentu.

. Apakah ada angin sejuk berhembus
adanya program kenaikan MP berke-
lanjutan?

Pertanyaan ini yang bisa jadi akan
mengemuka, dan terus menjadi PR
besar bagi perusahaan pemberi kerja.
Sebab, sepanjang PDP telah mengatur,
maka kenaikan ini dapat diteruskan.
Namun jika PDP belum mengatur,
maka dapat dipastikan kenaikan MP
berkelanjutan masih menjadi tanda
tanya.

Dengan demikian, semua tergan-
tung bunyi pasal dalam PDP, yang
jika perusahaan pemberi kerja
menghendaki, addendum atau bahkan

BKS Dapen K1 3‘[3]1 Raya
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perubahan pasal, sangat terbuka
untuk pelaksanaannya.

Sebagian praktisi Dapen berpendapat,
membandingkan antara PPIP dan
PPMP tidak bisa apple to apple karena
yang satunya adalah “Manfaat Pasti”,
sedangkan satunya adalah “luran Pasti”.
Namun demikian, kita coba bandingkan
dengan Karakteristik masing-masing yang
bisa jadi punya keunggulan tersendiri,
atau kekurangan tersendiri. Sebagai
ilustrasi perbandingan, bisa dilihat pada
tabel.

Sebagai catatan, sekali lagi ilustrasi di
atas hanyalah sebuah bahan diskusi, sebab
masih banyak variabel atau parameter
yang diperbandingkan, yang bisa saja
dapat disetujui para pihak, dapat pula
memicu perdebatan tanpa ujung karena
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setiap program punya dasar filosofis dan
perhitungan yang berbeda.

TANTANGAN KE DEPAN

Tantangan ke depan yang sangat
nyata adalah terkait kebijakan besar
master plan organisasi Dana Pensiun.

Sebagian Dapen ada yang masuk
dalam Master Plan penyehatan, sehingga
fokus utama adalah bagaimana menjamin
pembayaran MP Bulanan berkelanjutan,
khususnya untuk PPMP. Sementara
bagi PPIP, optimalisasi pengembangan
investasi menjadi tantangan nyata di
tengah suasana market yang masih
dipenuhi ketidakpastian.

Tetap optimis dan semoga Dapen
semakin mampu mensejahterakan
pensiunan di negara kita. Semoga. 4



LSP DANA PENSIUN
PASKA POJK NOMOR 3 TAHUN 2025

Tim kecil menyelesaikan Pedoman Sertifikasi Profesi Dapen

LSPDP merupakan sebuah
Lembaga independen yang
didirikan oleh ADPI bersama
dengan ADPLK pada tahun
2004 sehagai tindak lanjut dari
keputusan Dirjen Lembaga
Keuangan Departemen
Keuangan nomor 2634

tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemenuhan Persyaratan
Pengurus dan Pengawas

DPPK serta Pelaksana Tugas
Pengurus DPLK. SK Dirjen ini
merupakan tindak lanjut dari
Keputusan Mentari Keuangan
nomor 513 tahun 2003 tentang
Persyaratan Pengurus dan
Pengawas DPPK seta Pelaksana
Tugas Pengurus DPLK.
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engurus LSPDP yang di-
bentuk oleh ADPI bersama
dengan ADPLK kemudian
menyiapkan materi ujian yang
kemudian dikenal dengan
istilah Manajemen Umum Dana Pensiun
atau MUDP dimana untuk pertama
kalinya Pengurus LSPDP juga menjalani
ujian MUDRP tersebut.

Selain kewajiban untuk lulus MUDP
bagi calon Pengurus DPPK dan Pelaksana
Tugas Pengurus DPLK, mereka juga
diwajibkan untuk melaksanakan “penge-
tahuan yang berkelanjutan” dengan jalan
memperoleh angka kredit setiap tahun
melalui keikut sertaan dalam pelatihan
atau seminar yang diakreditasi oleh
LSPDP.

Bentuk hukum LSPDP waktu itu
adalah “perkumpulan berbadan hukum™

(Direktur Eksekutif LSPDP)

dengan akte notaris. Pada tahun 2015,
terbit POJK nomor 3 tahun 2015 tentang
Investasi Dana Pensiun, dimana ada
kewajiban bagi Pengurus DPPK dan
Pelaksana Tugas Pengurus DPLK serta
jajarannya yang mengurusi investasi
untuk memperoleh sertifikat manajemen
risiko yang diterbitkan oleh lembaga yang
memperoleh lisensi dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi. ADPI bersama dengan
ADPLK kemudian bersepakat untuk
mendirikan Lembaga seperti yang
dimaksud. Persyaratan untuk pendirian
lembaga tersebut diantaranya adalah
pendirinya harus berbadan hukum. Oleh
karenanya, maka ADPI dan ADPLK
yang waktu itu masih berstatus asosiasi,
mendaftarkan diri ke Kementerian
Hukum dan HAM RI, dengan bentuk
hukum sebagai “Perkumpulan Berbadan
Hokum”, dengan nama Pekumpulan
ADPI dan Perkumpulan DPLK.

LSPDP juga harus berbadan hukum,
merubah namanya menjadi Lembaga
Sertifikasi Profesi Dana Pensiun dan
memperoleh lisensi dari BNSP pada
November 2015, setelah beberapa
persyaratan dipenuhi diantaranya adalah
menyiapkan asesor kompetensi. LSPDP
secara in-house menyelenggarakan
pelatihan bagi calon Asesor Kompetensi
selama 5 hari penuh dan berhasil
meluluskan sebanyak 15 orang Aseosr,
terdiri dari Pengurus ADPI , mantan
Pengurus ADPI dan DPLK.

Pelaksanaan sertifikasi manajemen
risiko dana pensiun atau MRDP
dilaksanakan secara “maraton” meng-



BAB Il KELEMBAGAAN LSP )

Pasal 6-7

( Bentuk badan hukum LSP

1 Asosiasi PUSK

1 (satu) Asosiasi Pelaku Usaha
Sektor Keuangan (PUSK]) yang
diakui 0JK. (Kepemilikan
saham maks 99,9%)

Gabungan Asosiasi PUSK

Gahungan Asosiasi PUSK yang
diakui 0JK. (Kepemilikan

Kementerian Negara/Lembaga. (Kepemi-

L

& (’ OTORITAS
JASA
KEUANGAN

LSP berbadan hukum perseroan terbatas, kecuali jika didirikan oleh
kementerian atau lembaga pemerintah tertentu

Pendirian dan Kepemilikan LSP

Kementerian/Lembaga Negara

likan saham maks 100%)

saham maks 50%)

J

Asosiasi PUSK

Asosiasi Pelaku Usaha Jasa
Keuangan yang diakui 0JK.
(Kepemilikan saham
min 50%])

L

(Kepemilikan saham maks
A = J

Asosiasi Profesi l

Lembaga yang merupakan mitra pemerintah

Lembaga Mitra Pemerintah

yang diatur khusus dalam Peraturan
(Kepemilikan saham maks 50%)

Asosiasi Profesi Sektor
Keuangan yang diakui 0JK.

SRO

Self Regulatory
Organization/SRO.

eL[Klapemlllkan saham min 51%)

>

Lembaga lain yang didirikan oleh Badan di

(

Lembaga Lain

bawah Kementerian/Lembaga
(Kepemilikan saham maks 100%])

)
Asosiasi PUSK/Profesi

Asosiasi PUSK dan/atau
Profesi diakui 0JK.
(Kepemlikan saham maks

50%) y [

Cﬂ: Perseorangan

LSP juga dapat dimiliki oleh pihak
individu/perorangan, dengan akumulasi
kepemilikan saham maks 1% secara

keseluruhan

ingat ketentuan POJK bahwa tahun 2015
jumlah mereka yang wajib memperoleh
sertifikat Manajemen Risiko cukup
banyak, dengan tenggat waktu yang
mendesak..

Sesuai ketentuan BNSP, sertifikat
MRDP ini memiliki masa laku selama
3 tahun dan harus diperpanjang secara
berkelanjutan.

POJK NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENATALAKSANAAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI
SEKTOR JASA KEUANGAN

Bulan Maret 2025 ini telah terbit
POJK nomor 3 tahun 2025 tentang
Penatalaksanaan LSP di Sektor Jasa

Keuangan, yang antara lain mengatur
tentang bentuk hukum LSP dan
persyaratan teknis lainnya. Bentuk
hukum LSP yang diperbolehkan oleh
POJK adalah Perseroan Terbatas atau PT,
sehingga LSPDP yang saat ini berbentuk
Yayasan wajib untuk berubah menjadi
PT. Hal lain yang diatur disini adalah
kewajiban membayar iuran kepada OJK
sebesar 1% dari biaya sertifikasi yang
dilaksanakan, selain kewajiban biaya
pendaftaran ke OJK.

Saat ini LSPDP telah mengajukan
pendaftaran ke OJK untuk diakui sebagai
LSP yang terdaftar di OJK, meskipun
pendaftaran sudah pernah diajukan
pada tahun 2021, namun karena

skema sertifikasi yang diajukan, yaitu
skema manajemen risiko Dana Pensiun
belum menggunakan menggunakan
SKKNI Dana Pensiun, karena memang
belum terbit, maka harus menunggu
SKKNI dan KKNI Dana Pensiun yang
baru terbit pada tahun 2022. Skema
kompetensi profesi Dana Pensiun yang
mengacu pada SKKNI Dana Pensiun dan
KKNI Dana Pensiun baru memperoleh
persetujuan dari BNSP pada bulan
Maret 2025. Dengan terbitnya lisensi
dari BNSP tersebut, maka LSPDP
segera mengajukan pendaftaran ke OJK
sebagaimana diatur dalam POJK nomor
3 tahun 2025 tersebut. Meskipun belum
terdaftar, namun sertifikasi MRDP yang
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KOLOM

Pasal 8-11

BAB Il KELEMBAGAAN LSP (?) ﬁj(/’

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Struktur Organisasi Kepengurusan LSP

/9 Min 1 orang Direksi

LSP berbadan

hukum PT
\? Min 1 orang Komisaris
/> Pejabat setara Direksi

LSP berbadan

Direksi/Pejabat setara bertanggung jawab atas pengurusan dan perwakilan
LSP, termasuk di dalam maupun di luar pengadilan.

Direksi/Pejabat setara dan unsur pelaksana dibawahnya, harus independen
dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara,
anggota dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah,
pengawas, tenaga ahli, komite, dan pegawai pada industri jasa keuangan
maupun lembaga lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisaris/Pejabat setara bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan
terhadap kegiatan operasional LSP termasuk bertindak sebagai pengarah LSP.

Direksi & Komisaris dan Pejabat setara harus memiliki pengalaman kerja
minimal 3 tahun dalam posisi manajerial serta memiliki kompetensi di sektor

hukum non PT

w Pejabat setara Komisaris

diterbitkan oleh LSPDP tetap diakui baik
oleh BNSP maupun oleh OJK, sebagai
persyaratan dalam dalam pengajuan
pendaftaran fit proper bagi Pihak Utama
Dana Pensiun.

STRUKTUR ORGANISASI
KEPENGURUSAN LSPDP

Struktur organisasi kepengurusan
LSPDP mengalami perubahan, seja-
lan dengan perubahan yang ada di
pendirinya. Seperti diketahui, kepe-
ngurusan di ADPI sesuai dengan
Anggaran Dasar adalah Dewan Pimpinan
masih berstatus aktif di Dana Pensiun,
sehingga bila sudah tidak lagi di Dana
Pensiun maka secara otomatis status
kepengurusannya di ADPI juga berakhir,
meskipun secara ketentuan, masa
jabatan di ADPI belum berakhir. Kita
saksikan seringnya terjadi pergantian
antar waktu di pucuk pimpinan ADPI,
karena status kepengurusannya di Dana
Pensiun sudah berakhir.

Korelasinya dengan kepengurusan di
LSPDP adalah sebagai Pendiri LSPDP,
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jasa keuangan.

UNTUK UJI KOMPETENS],
SAAT INI LSPDP MEMILIKI
29 ORANG ASESOR YANG
TERLISENSI BNSP DAN YANG
MEMILIKI PENGALAMAN DAN
PENGETAHUAN TENTANG
DANA PENSIUN. LISENSI
ASESOR BERLAKU SELAMA
3 TAHUN DAN UNTUK
PERPANJANGANNYA WAJIB
MELAKUKAN RECOGNITION
CURRENT COMPETENCY ATAU
RCC”

yang secara ex-officio Ketua ADPI
dan Ketua P-DPLK merupakan Pendiri
dalam kepengurusan LSPDP. Seperti
diketahui, dalam Anggaran Dasar
LspDP, kepengurusannya terdiri dari
Pendiri, Pengawas dan Pengurus. Sebagai
Lembaga yang berada di lingkungan
BNSP, maka kepengurusannya juga
wajib disesuaikan dengan ketentuan di
BNSP, yaitu terdiri dari unsur Pengarah

@ Direksi & Komisaris dan Pejabat setara menjabat maksimal 5 tahun dan hanya
dapat diperpanjang satu kali untuk periode yang sama.

yang terdiri dari Pendiri atau Pembina
bersama dengan Pengawas. Unsur
pelaksana terdiri dari Pengurus dan
jajaran teknisnya, yang meliputi bidang
sertifikasi, bidang manajemen mutu,
bidang administrasi & keuangan,
bidang skema, bidang tempat uji
kompetensi atau TUK dan bidang teknis.
POJK nomor 11 tahun 2021 tentang
Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi
Profesi di Sektor Jasa Keuangan juga
mengatur tentang status dari personal
di LSPDP, yaitu tidak boleh berstatus
aktif di Lembaga Keuangan yang berada
dibawah naungan OJK, dengan harapan
tidak terjadi confict of interest. Untuk
uji kompetensi, saat ini LSPDP memiliki
29 orang asesor yang terlisensi BNSP
dan yang memiliki pengalaman dan
pengetahuan tentang Dana Pensiun.
Lisensi asesor berlaku selama 3 tahun
dan untuk perpanjangannya wajib
melakukan Recognition Current
Competency atau RCC. Semua asesor
LSPDP baru saja melaksanakan RCC
pada awal bulan Maret 2025.



ASESOR KOMPETENSI LSPDP

Berikut nama-nama dan riwayat singkat Asesor LSPDP

=

INDERAHADI
~ A Alumni Akademi Akuntansi Universitas
Jayabaya Jakarta. Berkarir di kantor
'?‘—\ ( berita Antara, terakhir ditugaskan
Y sebagai Direktur Utama Dana Pensiun
s Antara.
~
ALI FARMADI

Alumni Universitas Jambi.
Mengawali karir di Bank Ekspor
Impor Indonesia yang kemudian
menjadi Bank Mandiri. Terakhir
menjabat sebagai Treasury

Head Regional | Medan, sebelum
ditugaskan sebagai Dana Pensiun
Bank Mandiri sebagai Direktur
Utama Dana Pensiun Bank Mandiri.
Di Perkumpulan ADPI pernah menjabat sebagai Ketua ADPI.

ANTONIUS TYAS RESEP
ARTONO

Menyelesaikan jenjang S-1 Teknik
Kimia di Fakultas Teknologi

Industri Universitas 10 November
Surabaya, Diploma Geothermal
Engineering dari University of
Auckland dan Magister of Business
Administration dari University of
Missoury Saint Louis. Sempat berkarier di PT Indonesia Power dan
melanjutkan di PT PLN hingga ditugaskan di Dana Pensiun PLN, saat
ini menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun PLN.

ARIF HARTANTO

Alumni ilmu hukum di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Magister

Hukum di Universitas Indonesia serta
International Business IBEAR, University
of Southern California, USA, Suspim
Susgah BUMN Lemhannas, Jakarta.
Berkarir di PT Garuda Indonesia,
terakhir menjabat sebagai VP Carporate

Communication sebelum penugasannya

sebagai Direktur Dana Pensiun Garuda Indonesia. Menjabat sebagai
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jakarta selama 2 periode,dari
tahun 2010 sampai dengan 2019. Bertugas sebagai Ketua Lembaga
Sertifikasi Profesi Dana Pensiun sampai dengan tahun 20189, saat
ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif, disamping penugasannya
sebagai Pengawas di Perkumpulan ADPI sampai dengan saat ini.

ASEP KURNIAWAN

Menyelesaikan jenjang S-1 Akuntansi
di Sekolah Tinggi llImu Ekonomi YPKP
Bandung, mengawali karier sebagai
auditor di salah satu Kantor Akuntan
Publik di Bandung, melanjutkan karier
di PT. Karsa Tirta Dharma Pangada dan
terakhir menjabat sebagai Manajer
Keuangan di Dapenma PAMSI.

ASIWARDI GANDHI

Sarjana Psikologi lulusan Universitas Gajah Mada. Berkarir di PT
Taspen, terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan
sebelum ditugaskan sebagai Direktur
Utama Dana Pensiun Taspen. Saat ini
menjabat sebagai Direktur Utama
Dana Pensiun BASF Indonesia serta
aktif sebagai Asesor di Lembaga
Sertifikasi Profesi Dana Pensiun.
Saat ini manjabat sebagai Staf
Ahli LSPDP.

BAMBANG HERWANTO

Menyelesaikan jenjang S-2 di Fakultas Bisnis s
Ekonomi Universitas Surabaya, Mengawali £ .
karier di PT. Manufactured of Enamel and
Metal AFRO PACIFIC dan kemudian
melanjutkan karier sebagai Dosen
di Universitas Surabaya, pernah
menjabat sebagai Direktur
Paliteknik Ubaya selama 2 periode
dan ditugaskan sebagai Direktur
Dana Pensiun

BAMBANG SRI MULYADI

Alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Prof.Dr. Moestopo, Jakarta,
Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta.
Mengawali karier di Bank Dagang Negara sampai pada jabatan
Kepala Bagian Pengerahan Tenaga Kerja Pada awal merger dari 4
Legacy Bank [BBD, BDN, BEIl, dan Bapindo]
menjadi Bank Mandiri, bertugas menjadi
Kepala Cabang Bank Mandiri di beberapa
Kota sebelum ditugaskan di Dana
Pensiun Bank Mandiri 2 dengan jabatan
terakhir Direktur Utama. Menjabat
sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan
ADPI dari tahun 2012 sampai dengan
2020. saat ini aktif sebagai Dosen
di STIE JIC, serta sebagai Dewan
Komisaris PT Multindo, juga
sebagai Staf Ahli LSPDP.
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BAMBANG WIBISONO

Alumni Fakultas Ekanomi Universitas
Padjajaran Bandung dan Doktor dari
Institut Pertanian Bogor. Berkarier di
beberapa perusahaan haik nasianal
maupun multinasional, terakhir
menjabat sebagai Vice President di PT
Freeport Indonesia disamping sebagai
Direktur Utama Dana Pensiun Freeport
Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Ka
Bidang Teknis LSPDP.

BUDI RUSENO
Alumni S-1 Kurikulum & Pendidikan

Universitas Negeri Yogyakarta, Magister
Manajemen di STIE IPWI Jakarta,
Berkarier di berbagai perusahaan
dengan posisi terakhir Direktur
Utama Dana Pensiun Rajawali
Nusantara Indonesia dan
Komisaris Utama PT Rajawali
Insurance Broker. Saat ini
aktif sebagai pengajar
di Perkumpulan ADPI.

EDI PUJIYANTO

Alumni Fakultas Ekanomi, Universitas Diponegoro, Semarang dan
MBA Finance dari Saint Louis, Missouri, USA. Mengawali karirnya di
Bank Dagang Negara [BDN] sebelum

merger menjadi Bank Mandiri. Sejak

1999 bertugas di Corporate Banking i N

Bank Mandiri. Selanjutnya menjabat ' -

sebagai Direktur Utama Dana 1

Pensiun Bank Mandiri 2 Dirut DPBM2

sejak Februari 2016 sampai dengan q

Oktober 2022. Saat ii sebagai P o

Ketua LSPDP . Aktif sebagai ol /
Instruktur / pengajar di Training
Group Bank Mandiri.

EDY RAHARDJA

Menyelesaikan Pendidikan S-1
di Fakultas Ekonomi Universitas
Tarumanegara Jakarta, Saat ini
x menjabat sebagai Sekretaris

Dana Pensiun Baptis Indonesia.
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ERNITA PUTRI

Alumni STIE Perbanas untuk jenjang
S-1 Akuntansi dan S-2 Magister
Manajemen. Saat ini berkarier di
Dana Pensiun BNI menjabat sebagai
Pemimpin Divisi Kepesertaan.

GANIS WIDIO ANANTO

Alumni Fakultas Ekanomi Universitas
Gajah Mada, mengawali karirnya di
Bapindo, terakhir menjabat sebagai
Direktur Dana Pensiun Mandiri 4, serta
sebagai Pengelola Investama Mandiri.
Saat ini menjabat sebagai Direktur
Dana Pensiun BASF, juga sebagai Staf
Ahli LSPDP.

T AN

JUNAEDI A.
KAELANI

Alumni Fakultas Ekanomi
Akuntansi Universitas
Diponegoro, mengawali
karier di Bank Bumi Daya
dan berlanjut di Bank
Mandiri, hingga ditugaskan
sebagai Direktur Dana
Pensiun Bank Mandiri
sejak tahun 2018 hingga
sekarang.

M. JIHADI

Menyelesaikan pendidikan S-1

di Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Malang, Magister
dan Program Doktor dari
Universitas Airlangga Surabaya,
berkarier sebagai Dosen di
Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Malang dan

juga ditugaskan sebagai Direktur
Keuangan dan Investasi Dana
Pensiun UMM. Aktif di berberapa
kegiatan organisasi dan saat ini
menjabat sebagai Ketua KOMDA VI
Perkumpulan ADPI




NURHASAN KURNIAWAN

Saat ini sebagai Komisaris Independen dari Zurich General Takaful
Indonesia dan Heksa Solution Insurance sekaligus juga menjadi CEO
of APAC Insurtech Consulting Indonesia, juga sebagai Pendiri dan
Komisaris Utama dari Daya Sinergi Solusi [DSS] Consulting. Alumni
Universitas Indonesia untuk Sarjana
Ekonomi, serta Magister Manajemen
dengan konsentrasi Manajemen
Pasar Modal, dan lulus pada program
Daoktor di bidang Manajemen Sumber
Daya Manusia di Universitas Negeri
Jakarta. Alumni Ketua Umum
Perkumpulan DPLK ini sering
bertindak selaku narasumber
di berbagai seminar dan
workshop.

PURWANINGSIH

Menyelesaikan S-1 Universitas
Diponegoro dengan gelar Sarjana Sains,
17 tahun berkarier dalam bidang Asuransi
Jiwa di PT Astra CMG Life, kemudian
masuk ke industri Dana Pensiun terakhir
menjabat sebagai Direktur Kepesertaan
di Dana Pensiun Astra. Saat ini aktif
sebagai Asesor di LSP Dana Pensiun.

R. HERNA GUNAWAN

Menyelesaikan S-1 Teknik Informatika
di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia
dan Program Magister Manajemen di
Universitas Pendidikan Indonesia. Saat
ini berkarier di Dana Pensiun Telkom
sebagai Kepala Bagian Data Analitik,
aktif sebagai Dosen Luar Biasa di STMIK
Bandung dan sebagai Pengajar/
Pemateri pada Diklat Perkumpulan
ADPI juga sebhagai Assesor KPKU
BUMN dan LSP Dana Pensiun.

SATINO

Kelahiran Wonagiri tahun 1950, menyelesaikan
pendidikan S-2 Magister Manajemen di
Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Berkarier

di PT Jasa Marga dengan posisi terakhir
Kepala Biro Sumber Daya Manusia & Kepala
Biro Keuangan sebelum ditugaskan menjadi
Direktur Utama Dana Pensiun Jasa Marga.
Sempat menjabat sebagai Dewan
Pengawas di beberapa Dana Pensiun
dan saat ini aktif sebagai Dewan
Pengawas Perkumpulan ADPI. Saat
ini menjabat sebagai Ketua Bidang
TUK LSPDP.

KOLOM

SITI RAKHMAWATI

Alumni S-2 konsentrasi Finance dan
memiliki Sertifikasi Profesi Chartered
Financial Analyst. Berkarier di Telkom
Indonesia. Saat ini menjabat sebagai
Direktur Investasi Dana Pensiun
Telkom, serta anggota Pengurus
Bidang Investasi & Aktuaria Asosiasi
Dana Pensiun Indonesia dan Head

of Advocacy serta Board Member
CFA Saociety Indonesia. Aktif menjadi
narasumber di berbagai media serta
acara nasional maupun internasional.

SUHERI

Alumni Institut Pertanian Bogor [IPB] dan Magister Sains Ekonomi
Keuangan Syariah Universitas Indonesia, berkarier di Astra Group,
sempat menangani berbagai bidang, mulai dari IT, hingga menjadi
konsultan Internal Business Process Reengineerring untuk
berbagai jenis bisnis anak perusahaan Astra Group. Selanjutnya
berkarya di Asuransi Astra yang mengepalai berbagai Divisi, mulai
dari Operasional, Strategic Service, strategic Planning, Human
Resources, dan terakhir mengepalai Unit

Syariah Asuransi Astra, kemudian kembali

ke PT. Astra International ditugaskan
sebagai Chief Dana Pensiun Astra.
Selain itu, aktif sebagai motivator dan
sebagai penulis buku ‘Jangan Cuma
Bermimpi, Mulai Saja!”. Certified
Mediator, Ajudikatar, dan Arhiter
Konvensional dan syariah.

SULARNO

Mengawali karir di beberapa perusahan, masuk ke industri keuangan
non bank pertama kali sebagai Direktur Umum & Keuangan pada
perusahaan pemhiayaan PT. Tirta Larastama Dinamika Finance.
Selanjutnya bertugas sebagai Direktur Keuangan & Kepesertaan
di Dana Pensiun Bersama Perusahaan daerah Air Minum Seluruh
Indonesia [DAPENMA PAMSI]. Saat ini
menjabat sebagai Direktur Utama
DAPENMA PAMSI untuk beberapa
periode. Menyelesaikan Pendidikan
Magister Management Keuangan,
di Perkumpulan ADPI menjabat
sebagai Sekretaris Perkumpulan
dan pernah manjabat sebagai
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi
Dana Pensiun.
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SYARIFUDIN YUNUS

Menyelesaikan pendidikan S-1 dari
Universitas Pendidikan Jakarta,
Magister di Universitas Kristen
Indonesia dan menyelesaikan
Pendidikan S-3 dari Universitas
Pakuan. Pernah bekerja di
Manulife, terakhir menjabat
sebagai Manajer Kamunikasi dan
Employee Benefit, saat ini sebagai
Direktur Eksekutif di Perkumpulan
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
serta sebagai Pengurus LSPDP.
Juga sebagai staf pengajar di
beberapa perguruan tinggi.

SRI MURTININGSIH

Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan
Magister Manajemen Institut Pertanian Bogar, berkarir di PT
Perhutani terakhir sebagai Kepala Biro Pembinaan dan Fasilitas
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Komite Skema LSPDP.
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Pura Il terakhir menjabat VP of Accounting
and Budgeting kemudian ditugaskan di

Dana Pensiun Angkasa Pura Il terakhir
menjabat sebagai Direktur Utama. Aktif
sebagai Dosen di Institut Transportasi
dan Logistik Trisakti dan Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Syech
Yusuf Tangerang.




MEMBANGUN BUDAYA
SADAR RISIKO DENGAN
M E N G I D E NTI FI KASI Oleh: ?D:l;r;l; fuunT:mr;
LOSS EVENT DATABASE (LED])

P

PENDAHULUAN -

Manajemen Risiko merupakan
suatu proses mengidentifikasi, menilai, '
mengelola, dan mengendalikan peristiwa
atau situasi potensial untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian
tujuan.

Perjalanan bisnis perusahaan sering
diwarnai dengan berbagai kejadian
terkait dengan risiko operasional dan
risiko keuangan termasuk diantaranya
perusahaan asuransi, penjaminan dan
Dana Pensiun. Risiko murni meru-
pakan kemungkinan kerugian atau
ketidakpastian yang tidak dapat dihindari
dan tidak dapat dihubungkan dengan
peluang keuntungan, dalam konteks '
bisnis dan keuangan, risiko murni bersifat . ‘
inheren dalam setiap kegiatan bisnis dan Risk
tidak dapat dihilangkan tetapi dampak
negatifnya dapat diminimalkan atau A
dikelola secara efektif. Risiko murni
melibatkan faktor-faktor eksternal atau
internal yang dapat mempengaruhi kinerja
keuangan atau kelangsungan operasional KEBIJAKAN
suatu Perusahaan. Risiko murni dapat
berasal dari berbagai sumber, termasuk
perubahan dalam kondisi pasar, perubahan
regulasi, bencana alam, musibah atau
faktor internal seperti kesalahan manusia
atau kegagalan sistem. Risiko spekulatif BUDAYA
merupakan risiko yang paling sering
dihadapi oleh organisasi atau individu
karena muncul dari keputusan yang

REGULASI

HABITS

Cenderung naik

Time

A\

disengaja/ dibuat di mana hasil akhirnya Berjalan Seiring waktu
bisa berupa keuntungan (opportunity)
atau kerugian (lost). Misal organisasi me- Gambar 1: Risiko dan Waktu
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Dokumen Kerugian Kejadian

Unit :
Tahun
Periode
IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA DAMPAK
Jenis Nama Deskripsi Akar Key Risk Lokasi Proba- Nilai Level Nilai Deskripsi Rencana
NO Sasaran Risiko Risiko Peristiwa Penyebab Indicator Kejadian Periode | Dampak bilitas Eksposur Risiko Dampak Dampak Mitigasi Keterangan
Risiko Risiko (KRI) ) Risiko Kerugian | Kerugian 9
1 2 3 q 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RO-1 | Pembayaran Risiko Kelebihan Kelebihan Pensuiun Kelebihan Surabaya 2022/ 4 3 12 Sedang | 56 Juta Tepat Melakukan Kelebihan

evaluasi
terhadap

Penerima dan
Tepat Jumlah

Manfaat Pensiun Operasi-
Tepat Waktu, Tepat | onal

pembayaran
manfaat

pembayaran
manfaat

meningal tidak
dilaporkan

pembayaran
manfaat

04/01 Tinggi Rupiah bayar sudah

terjadi
selama 18

Jumlah, dan Tepat
Penerima

pensiun pensiun
kepada pihak
yang tidak
berhak

pensiun

tidak tercapai | proses

pengkinian | bulan
datayang
telah

dilakukan

saat ini

mutuskan dalam portofoilio investasinya
pada transaksi saham, nilai investasi pada
saham di masa depan mungkin terjadi
adalah untung, rugi, atau sama sekali tidak
berubah. Kemungkinan tersebut bersifat
spekulatif dan sudah disadari sebelum
membeli.

BUDAYA SADAR RISIKO

Budaya sadar risiko (Risk Aware
Culture) menciptakan fondasi yang
kokoh bagi keberlanjutan dan kesuksesan
organisasi. Konsep ini memberikan
pemahaman kolektif akan risiko sebagai
bagian tak terpisahkan dari aktivitas
sehari-hari. Setiap individu dalam
organisasi tidak hanya menyadari
potensi risiko yang terkait dengan tin-
dakan, tetapi juga berperan aktif dalam
mengidentifikasi, menilai, dan mengelola
risiko tersebut.

Budaya sadar risiko dapat membuat
organisasi mengurangi ketidakpastian,
menjadi proaktif mengatasi tantangan,
dan meningkatkan daya saing. Pentingnya
budaya ini juga tercermin dalam kemam-
puannya mencegah kerugian finansial,
mengelola reputasi organisasi, dan
memperkuat kepercayaan pemangku
kepentingan. Dengan komitmen kuat
dari pemimpin dan partisipasi aktif dari
semua pegawai/ karyawan, organisasi
dapat mencapai ketangguhan yang
lebih baik terhadap perubahan dan
ketidakpastian yang mungkin dihadapi.

Risiko cenderung naik dan akan
berjalan sepanjang waktu, maka perlu
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ada pengendalian dengan penguatan
regulasi, pedoman pelaksanaan dalam
suatu kebijakan, proses manajemen
risiko harus diterapkan dalam keseharian
dan menjadi suatu kebiasaan dan budaya
risiko.

Manfaat dari budaya sadar risiko
dalam suatu organisasi mencakup
beberapa aspek yang secara positif
memengaruhi kesiapan, keefektifan, dan
keberlanjutan bisnis jangka panjang.

1. Meningkatkan Kesiapan Menghadapi

Risiko

Meningkatkan kesiapan organisasi
dalam menghadapi risiko. Dengan
adanya pemahaman yang mendalam
mengenai potensi risiko, organisasi
dapat mengambil tindakan proaktif
untuk mengidentifikasi, menilai, dan
merespons risiko yang mungkin timbul.
Ini menciptakan lingkungan di mana
organisasi lebih siap dan mampu
menghadapi tantangan, mengurangi
ketidakpastian dalam pengambilan ke-
putusan, dan memperkuat ketahanan
organisasi terhadap perubahan
eksternal.

2. Meminimalkan Dampak Risiko yang

Terjadi

Membantu meminimalkan dampak
risiko yang terjadi. Dengan pemahaman
yang terintegrasi tentang risiko di semua
tingkatan organisasi, upaya dapat difo-
kuskan pada mitigasi risiko, yang artinya
organisasi lebih mampu mengendalikan

Gambar 2: Contoh dokumen LED

dan mengurangi dampak negatif yang
dapat terjadi. Hal ini tidak hanya
mengurangi kerugian finansial tetapi
juga melindungi reputasi organisasi
dan menjaga kepercayaan pemangku
kepentingan

3. Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis

Jangka Panjang

Dengan mengelola risiko secara
efektif, organisasi dapat menghindari
skenario yang dapat mengancam
kelangsungan operasionalnya. Ini
menciptakan dasar yang lebih stabil
untuk pertumbuhan jangka panjang,
mengoptimalkan peluang, dan mem-
berikan kepercayaan kepada pemangku
kepentingan bahwa organisasi memiliki
kontrol yang baik terhadap dinamika
risiko di lingkungannya

4. Database kejadian kerugian
Database kejadian kerugian (loss
event database - LED) merupakan
data kerugian, yang pernah diala-
mi perusahaan, dicatat secara sistematis
dengan Klasifikasi tertentu. Pencatatan
data tersebut dapat menjadi data statistik
yang selanjutnya digunakan sebagai
dasar untuk menentukan estimasi risiko
empiris, sebagai penghubung antara
pengalaman kerugian, dengan keputusan
pengendalian risiko operasional dan
risiko lainnya, dan sebagai alat validasi
input dan output dari sistem peng-
ukuran modal untuk menutup risiko
perusahaan. Sumber data internal yang



dijadikan acuan dalam memperoleh loss
event dapat berasal dari hasil audit
intern maupun ekstern, hasil identifikasi
risiko maupun sumber-sumber lainnya.

Tanpa basisdata kejadian kerugian
suatu institusi, akan mengalami kesu-
litan dalam penyusunan model peng-
ukuran kerugian risiko. Di samping
itu, database kerugian dapat menjadi
alat untuk melakukan validasi setiap
proses penilaian risiko atau sebagai
prediksi risiko

Data kerugian yang dimiliki perusa-
haan harus komprehensif dimana data
tersebut menjangkau seluruh aktivi-
tas dan eksposur yang material dari
seluruh unit kerja. Unit Manajemen
Risiko menetapkan kriteria spesifik
untuk menetapkan data kerugian
yang timbul dari suatu kejadian,
atau suatu aktivitas yang melibatkan
berbagai lini bisnis. Kriteria dimaksud
termasuk menetapkan batasan tingkat
materialitas kerugian yang dianggap

dasar perumusan pengendalian dan/
atau inovasi pengendalian risiko tahun
berjalan.

Pengumpulan LED ini merupakan
salah satu aktivitas Manajemen Risiko
Korporat. Maksud dilaksanakannya
pengumpulan LED ini adalah mencatat
dan mengelola data kejadian/insiden
kerugian (Loss Event) yang telah terjadi
dalam finansial dan non finansial
atau dengan kata lain operasional dan
non operasional perusahaan. Tujuan
pencatatan data loss event adalah dasar
untuk perkiraan risiko empiris, sebagai
alat untuk memvalidasi input dan
output dari sistem pengukuran risiko
korporat, atau sebagai penghubung
antara pengalaman kerugian dengan
manajemen risiko serta keputusan
pengendalian agar kejadian kerugian
tersebut tidak terulang kembali. Dalam
melakukan perkiraan risiko empiris
tersebut, perusahaan dapat pula meng-
gunakan data eksternal guna melengkapi

BUDAYA SADAR RISIKO MERUPAKAN SUATU POLA PERILAKU
Ol MANA SEMUA PERSONIL MEMPERTIMBANGKAN RISIKO
DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN CARA MELAKUKAN
PEKERJAAN SECARA BERKELANJUTAN.”

layak untuk dicatat secara internal.
Batasan ini bisa berbeda dari satu
perusahaan dengan perusahaan lain,
ataupun pada lini bisnis yang berbeda
dalam satu industri yang sama, namun
batasan tersebut secara garis besar harus
konsisten dengan yang digunakan oleh
perusahaan lain yang sama bisnisnya.
LED merupakan dokumen yang
berisi catatan kejadian kerugian yang
pernah terjadi baik pada tahun berjalan
maupun tahun sebelumnya. LED digu-
nakan dalam rangka menentukan uku-
ran kemungkinan, dampak, kapasitas,
toleransi, dan selera risiko yang diha-
rapkan. Rincian mitigasi dan kondisi
setalah mitigasi digunakan sebagai

data internal perusahaan yang telah
diorganisasikan.

Peristiwa yang dikategorikan sebagai
kerugian (loss) adalah peristiwa yang
masuk kategori down sides risks yaitu
peristiwa yang telah memberikan dam-
pak kerugian baik secara finansial
maupun non finansial. Upaya pence-
gahan potensi kerugian dengan LED
memerlukan pencatatan data kerugian
internal, artinya kerugian tergolong
risiko operasional dan keuangan yang
terjadi pada perusahaan. Pencatatan ini
dilakukan sebagai bahan pembelajaran
agar kerugian yang sudah terjadi tidak
terulang, dan sebagai dasar menetapkan
tindakan mitigasi risiko.

Kejadian kerugian harus dapat
didefinisikan dengan jelas, dan harus
dapat dipastikan bahwa kejadian
tersebut sudah teridentifikasi dan
sudah dilakukan rencana tindak lanjut
yang diperlukan. Contoh peristiwa
kerugian yaitu kelebihan membayarkan
manfaat pensiun yang diakibatkan
karena pensiunan sudah meninggal
dunia dan tidak ada yang melaporkan,
manfaat pensiunnya setiap bulan terus
dibayarkan.

Pengumpulan data loss event dari
kegiatan operasional merupakan
hal penting untuk pengembangan
sistem pengukuran risiko operasional
kedepannya, sehingga akan lebih efektif.

Upaya pencegahan potensi kerugian
dengan LED memerlukan pencatatan
data kerugian dari masing-masing pemilik
risiko. Pencatatan ini dilakukan sebagai
bahan pembelajaran agar kerugian yang
sudah terjadi tidak terulang, dan sebagai
dasar menetapkan tindakan mitigasi
risiko secara tepat. Pencatatan LED
ini harus menjadi suatu kebiasaan dan
budaya di lingkungan organisasi masing-
masing karena kita berangkat dari suatu
kesalahan untuk melangkah dengan lebih
baik ke depannya.

PENUTUP

Risiko merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari dunia bisnis,
menghadirkan tantangan yang perlu
dihadapi dan peluang yang perlu
dioptimalkan sehingga harus dikelola
dengan bijaksana.

Budaya Sadar Risiko merupakan
suatu pola perilaku di mana semua
personil mempertimbangkan risiko
dalam mengambil keputusan dan cara
melakukan pekerjaan secara berke-
lanjutan. Ini menciptakan landasan
yang kokoh bagi kesuksesan organisasi,
di mana kesadaran tentang risiko
dan pengelolaan risiko yang proaktif
menjadi bagian tidak terpisahkan dari
setiap tindakan dan Keputusan. Semoga
bermanfaat buat rekan-rekan. O

INFO DANA PENSIUN 41
Maret - April 2025 e Edisi 117




42

S G I ORI Scputar Kegiatan ADPL

LSPDP SELENGGARAKAN UJIAN
SERTIFIKASI MUDP

Bertempat di Hotel Mercure Yogya, Sabtu
8 Maret 2025 telah diselenggarakan ujian Sertifikasi
MUDP bagi peserta dari Bank Jatim. 10 peserta su-
dah menjalani pelatihan selama 2 hari yaitu tanggal
6 dan 7 Maret 2025. Dari 10 Peserta, semuanya

dinyatakan Lulus.

29 orang Asesor LSPDP yang
sertifikatnya sudah berdurasi 3 tahun,
wajib menjalani RCC untuk per-
panjangannya sebagai Asesor BNSP.
Tanggal 3 dan 4 Maret 2025, telah
diselenggarakan RCC dengan nara
sumber dari BNSP, dilaksanakan di
Function Hall Wisma 46. Ada 1 orang
asesor yang sebelumnya sertifikatnya
telah kedaluwarsa, namun setelah
menjalani pelatihan ulang dan ikut
serta RCC, dinyatakan lulus. Selamat
ibu Naning, selamat datang kembali
di LSPDP.

Setelah kegiatan RCC, maka
dilanjutkan dengan kegiatan “witness”,
yaitu simulasi asesmen dengan
disaksikan oleh master asesor dan
pejabat BNSP. Sebagai kelanjutan
dari RCC ini, Komisioner BNSP yang
terdiri dari Ketuanya, Bpk. Syamsi
Hari dan 2 orang Komisioner, Bpk Aji
Martono dan Bpk. Muh. Nur Hayid
berkunjung ke LSPDP dan memberikan
pencerahan kepada para Asesor. Ada
satu lagi kegiatan yang harus dilakukan
dalam kaitan dengan RCC ini, yaitu
yang disebut dengan “peer to peer
assement”, yaitu simulasi sertifikasi
antar asesor, dimana seeorang asesor
bertindak sebagai asesor dan juga
sebagai asesi, dengan menggunakan
form-form baru yang diajarkan waktu
RCC. Ada 19 asesor yang ikut di
kegiatan ini, dan 10 orang asesor
lainnya akan dijadwalkan dalam waktu
yang ditentukan. Kegiatan ini sangat

INFO DANA PENSIUN
Edisi 117 @ Maret - April 2025

UJIAN SERTIFIKAIS MUDP UNTUK

DAPEN PERTAMINA

Sabtu 22 Maret 2025, LSPDP selenggarakan ujian
MUDP bagi seorang personal Pertamina, yang diarahkan
untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas Dapen Pertamina.
Ujian diselenggarakan di kantor Dapen Pertmaina, JI. M
Ridwan Rais Jakarta Pusat. Setelah menjalani pelatihan

selama 2 hari, dalam ujian peserta dinyatakan lulus.

RCC ,WITNESS DAN PEER TO PEER
UNTUK ASESOR LSPDP

penting karena LSPDP akan segera
menyelenggarakan sertifikasi Profesi
Dana Pensiun sebagaimana diatur
dalam SKKNI Dana Pensiun. Banyak
hal baru yang diperoleh dari kegiatan

ini, antara lain adalah form-form baru
yang harus dipergunakan dalam proses
sertifikasi selanjutnya.

Semoga LSPDP selalu sukses,
aamiin.
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NGABUBURIT BARENG ASOSIASI DPLK:
“MUDA PRODUKTIF, TUA AKTIF: RAHASIA HIDUP BERKUALITAS DI MASA PENSIUN”

Pada 13 Maret 2025, Asosiasi Dana
Pensiun Indonesia (ADPI) bersama
Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan
(ADPLK) menggelar acara Ngabuburit
Bareng dengan tema ""Muda Produktif,
Tua Aktif: Rahasia Hidup Berkualitas di
Masa Pensiun® di Kantor Pusat DPLK
Astra yang berlokasi di Pondok Indah
Office Tower 3. Acara ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya
perencanaan pensiun sejak dini agar masa
tua tetap sejahtera dan aktif.

Dalam suasana santai menjelang waktu
berbuka, para peserta yang terdiri dari
perwakilan Perkumpulan ADPI dan juga
Perkumpulan DPLK berdiskusi secara
interaktif dengan narasumber yaitu Ketua
Perkumpulan ADPI Bapak Abdul Hadi dan Ketua Asosiasi persiapan finansial dan kebahagiaan di masa pensiun. Suasana
DPLK Bapak Tondy Suradiredja. semakin hangat ketika seluruh peserta berbuka puasa bersama,

Selain sesi diskusi, acara juga diisi dengan tausiyah mempererat silaturahmi, dan memperkuat kolaborasi antar
inspiratif yang mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pemangku kepentingan dalam industri Dana Pensiun.

[ - -
i ST TR

HALAL BIHALAL ADPI PASCA IDULFITRI 1446 H

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi pasca Idulfitri 1446 H, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyelenggarakan
acara Halal Bihalal pada Rabu, 16 April 2025. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan bagi para pelaku industri dana
pensiun untuk saling memaafkan, memperkuat sinergi, serta memperkokoh komitmen dalam memajukan sektor dana
pensiun di Indonesia.
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KUNJUNGAN KOMSIONER BNSP KE LSPDP

Selasa 11 Maret 2025, LSPDP mendapat kehormatan
kunjungan dari BNSP, kali ini ada 3 Komisioner yang
berkunjung, yaitu Ketua Bpk Syamsi Hari, Bpk Aji Marto-
no dan Bpk Moh. Nur Hayid. Turut menyambut kunjun-
gan ini ada lah Ketua ADPI bapak Abdul Hadi dan Ketua
Perkumpulan DPLK bpk Tondi, Pembina dan Pengurus
LSPDP serta para asesor LSPDP. Pak Syamsi Hari men-
jelaskan keberadaan BNSP serta berbagai masalah yang
menyangkut LSP, seperti keaktifan LSP, bahkan ada LSP

yang dibekukan karena tidak menjalankan asesmen.

Pak Nurhayid menjelaskan proses sertifikasi,
mulai dari pengajuan pendaftaran sampai dengan
keputusan kelulusan. Dalam proses sertifikasi, asesor
sebatas menyampaikan hasil asesmennya, yaitu usulan
kompeten atau belum kompeten, sedangkan kelulusan
diputuskan dalam Rapat Pengurus dengan dihadiri
oleh Bidang Teknis serta asesor yang tidak ikut dalam
proses sertifikasi.

Komisioner BNSP, pak Aji Martono Ketua BNSP, pak Syamsi Hari
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MUSYAWARAH NASIONAL [MUNAS) TAHUNAN 1/2025 ADPI

Jakarta, 23 April 2025 — Perkumpulan ADPI telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Tahunan 1/2025 pada
tanggal 23 April 2025 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Munas Tahunan 1/2025 diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat
dan Pengurus Komda | s.d. VIII Perkumpulan ADPI. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan dengan agenda utama
menyampaikan laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan tahun 2024.

MUSYAWRRAH NASIONAL TAHUNAN|1!/¢ 2025
DEWAN PIMPINRNPUSAT DAN|KOMDA!I iﬂ UIII‘PEHI([IMF

AL e

BIDAKARA JAKARTA, 2

-

BENDAWAT
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SEMINAR NASIONAL ADPI

Perkumpulan ADPI telah menyelenggarakan
Seminar Nasional pada tanggal 24 April
2025 di Ballroom Birawa — Hotel Bidakara,
Jakarta, dengan mengusung tema ““Tantangan
Penguatan Dana Pensiun dalam Mewujudkan
Dana Pensiun yang Berkelanjutan™. Acara
dibuka dengan Keynote Speech oleh Bapak
Iwan Pasila, selaku Deputi Komisioner Bidang
Pengawasan Perasuransian, Penjaminan,
dan Dana Pensiun OJK, yang menekankan
pentingnya penguatan tata kelola dan inovasi
dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber

S G I ORIl Scputar Kegiatan ADPI

F

»

£

yaitu Bapak Pandu Patria Sjahrir, B.A., M.B.A. (Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Danantara), dan Dr. Ir. Anton
Henranata, M.Si, (Chief Economist Bank BRI dan Direktur Utama BRI Research Institute) yang membahas outlook ekonomi
Indonesia tahun 2025. Diskusi berlangsung dinamis dengan panduan moderator Bapak Chairi Pitono (Wakil Ketua Perkumpulan
ADPI dan Presiden Direktur Dana Pensiun Astra Dua).

Seminar Nasional ini diikuti kurang lebih 230 peserta oleh pelaku industri dana pensiun, regulator, akademisi, dan pemangku
kepentingan lainnya dengan harapkan menjadi momentum untuk mendorong langkah konkret dalam mewujudkan dana pensiun
yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.
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MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
PERKUMPULAN ADPI
BIDAKARA JAKARTA, 24 APRIL 2025

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA [MUNASLUB) ADPI TAHUN 2025

Jakarta, 24 April 2025 — Perkumpulan ADPI telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada tanggal
24 April 2025 bertempat di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta yang diikuti oleh Pengurus Dana Pensiun anggota ADPI.
Munaslub dilaksanakan setiap empat tahun sekali untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus, dan memilih
Ketua dan Pengurus ADPI yang baru.

Pada Munaslub tahun ini menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas Perkumpulan ADPI yaitu: Bapak Mudjiharno
M. Sudjono, Bapak Suheri, dan Bapak Ali Farmadi. Selain itu, para peserta secara mufakat menetapkan Bapak Abdul Hadi
sebagai Ketua Perkumpulan ADPI untuk masa bakti 2025 — 2029. Terpilihnya kembali Bapak Abdul Hadi mencerminkan
kepercayaan dan dukungan penuh dari anggota atas kepemimpinan beliau dalam memajukan industri dana pensiun di Indonesia.
Selamat bertugas kepada para Pengurus dan Dewan Pengawas terpilih.

ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA
GELAR DISKUSI STRATEGIS DENGAN WORLD BANK
MENGENAI PENGEMBANGAN VENTURE CAPITAL

Jakarta, 21 Maret 2025 — Asosiasi
Dana Pensiun Indonesia (ADPI) sukses
menggelar diskusi strategis bertajuk
“World Bank Visits: Venture Capital

Development” pada tanggal 21 Maret
2025. Kegiatan ini berlangsung di
Wisma 46 Kota BNI dan dihadiri oleh
beberapa pemangku kepentingan dari
industri Dana Pensiun, serta perwakilan
dari World Bank. Diskusi ini bertujuan
untuk membahas peluang dan
tantangan dalam investasi di kelas aset
venture capital (VC), serta bagaimana
dana pensiun dapat berperan dalam
mendukung pertumbuhan sektor ini.
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KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2025

SERTIFIKASI

NO | PELATIHAN JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JuL | AGST | SEP | OKT | Nov | DES BIAYA

1| MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN 7-9 | 4-6 | - |14-16| 6-8 [10-12| 1-3 | 5-7 | 9-11| 7-9 | 4-6 | 2-4 | 5500000

2 | MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN 21-23(18-20| - [28-30(19-21|17-19|15-17[19-21|23-25|21-23|18-20| 9-11 | 4.750.000

3 | PASAR MODAL 14-16| - . S8 [ = - |12-18| - - - | 9-11| 9.000.000

NON-SERTIFIKASI

NO | PELATIHAN JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JuL | AGST | SEP | OKT | Nov | DES BIAYA

1| MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN - 11-12| - = (2052 (R (2203 - |14-15) - - i
MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

2| DANA PENSIUN - - SISl | - - . S M- - 400,000

3 | AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN [22-23| - . - - 1819 - . - |28-29| - A o
MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN

4 | DANA PENSIUN = |25 2 JRTE0 - 2LUN 2030 | SSET17 | - 3 1 4.000.000
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN

5| DANA PENSIUN : ; . ] e - L L8 L * | 4000000

Catatan:

(1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
(2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,

(3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

g;"INFURMASI LEBIH LANJUT:

Contact Person: Marissa/Nisa: 021-2514761/62 e diklat@adpi.or.id






